PEKERJAAN DRAINASE TERPAKSA DIHENTIKAN
TOLITOLI – Terkendala pembokaran jalur pembangunan drainase sepanjang jalan Veteran dan Wahid Hasyim yang secara kebetulan harus membongkar pagar rumah masyarakat, pengawas CV Bina Nusantara Utama selaku pelaksana, mengaku merasa telah tertipu oleh pemerintah setempat, khususnya dinas terkait, yakni Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Tolitoli.
Pasalnya, menurut Everson, selaku pengawas pekerjaan tersebut, sebelum anggaran pekerjaan tersebut diturunkan ke daerah produsen cengkeh ini, DPU Tolitoli saat mengusulkan permohonan menjamin masalah ganti rugi lahan, sehingga DPU Provinsi Sulteng merespons permohonan tersebut. Namun kenyataannya tidak seperti jaminan saat mengusulkan.
"Kalau tahu kondisinya seperti ini, dari awal kami pastikan tidak akan mengerjakan proyek ini. Masalahnya,  sebelum kami bersedia mengerjakan, kami diberi jaminan tidak ada kendala dengan ganti rugi lahan maupun atau fasilitas milik masyarakat," keluh Everson selaku penanggung jawab pelaksanaan proyek yang menelan biaya sebesar Rp1,8 Miliar dari APBD Provinsi tersebut.
Everson mengaku, saat ini pekerjaan tersebut terpaksa dihentikan, pasalnya pihaknya tidak ingin berseteru atau bersitegang dengan masyarakat yang kebetulan pagar rumahnya, dipertahankan untuk tidak dibongkar. "Yang kami bayangkan sebelum melaksanakan pekerjaan ini, tidak ada lagi masalah, sebab sebelum proyek ini masuk Tolitoli, dinas terkait menjanjikan tidak ada lagi masalah ganti rugi, tapi kenyataannya masyarakat meminta ganti rugi dengan nilai yang cukup besar untuk setiap rumah yang kebetulan pagarnya terpaksa dibongkar," tutur Everson.

Dia juga cukup menyesalkan pihak aparat Kelurahan Baru yang menggelar sosialisasi dengan mengundang masyarakat yang tidak terkena dampak pembangunan, namun tidak mengundang masyarakat yang terkena dampak, sehingga berakibat muncul masalah saat pekerjaan tersebut sedang digenjot untuk segera diselesasikan.

Apalagi menurut Everson, dalam total anggaran proyek tersebut, tidak masuk biaya ganti rugi, sementara rata-rata masyarakat yang terkena dampak pembongkaran meminta biaya ganti rugi mulai dari Rp17 juta hingga Rp40 juta. "Itupun kami hanya bisa memberikan ganti rugi sebesar Rp3 juta dari dana pribadi," tambahnya.

Usman Halim, warga jalan Veteran kepada media ini Jumat kemarin, mengaku sangat keberatan dan akan mempertahankan pagar rumahnya dibongkar, pasalnya dia tidak mendapat pemberitahuan, apalagi sosialisasi menyangkut ganti rugi jika pagarnya dibongkar. "Saya cukup kaget, tiba-tiba pelaksanannya meminta izin untuk membongkar pagar, enak saja, mau main bongkar, sementara sebelumnya tidak ada pemberitahuan atau negosiasi untuk mencari solusi," ujar Usman.

Usman juga mengaku cukup menyesalkan pembangunan drainase tersebut, sebab drainase lama, menurutnya baru sekitar dua tahun selesai dibangun dan fungsinya pun cukup bagus mengatasi banjir. "Padahal tidak ada masalah dengan drainase lama, kenapa mesti dibongkar dan dibangun lagi dengan spesifikasi yang hampir tidak jauh berbeda, makanya saya sangat keberatan jika pagar rumah saya dibongkar," imbuh Usman.

Pun demikian menurut Usman, dia tidak ingin menghambat pembangunan tersebut, asalkan biaya ganti rugi pagar miliknya yang akan dibongkar sesuai dengan harapannya. Sementara belum didapatkan keterangan dari Kabid Pengairan Dinas PU Tolitoli Rudi Saurang ST, saat akan dikonfirmasi yang bersangkutan tidak berada di kantornya. Nomor kontaknya dihubungi, terdengar nada aktif tapi tidak dijawab.

Pada pemberitaan sebelumnya, Rudi pernah menjelaskan, terkait pekerjaan yang telah mengorbankan anggaran APBD sebesar sekitar Rp2 Miliar lebih pada tahun 2012  tersebut, pihaknya mengaku tidak memiliki master plan, sehingga ketika Dinas PU Provinsi Sulteng menetapkan lokasi tersebut sebagai lokasi pembangunan, pihaknya mengaku hanya bisa menyetujui saja.
Sumber Berita:

radarsulteng.co.id, 30 Agustus 2014

i Ganti Rugi Lahan, atau dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 disebut dengan Ganti Kerugian, adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah.
ii APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Pasal 1 Angka 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006).
iii Master Plan, atau Rencana Induk, adalah perencanaan yang menitikberatkan uraian kebijakan organisasi. Rencana ini mempunyai tujuan jangka panjang dan mempunyai ruang lingkup yang luas. 
